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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Menimbang

Mengingat

DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

DALAM KABUPATEN BENGKALIS

.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dengan adanya peningkatan bantuan hibah untuk

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya RT dan
RW serta bantuan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Dalam Kabupaten Bengkalis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam
Kabupaten Bengkalis;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




e —‘f d

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan; s
. .-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor-
-+ 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

,.sebagalmana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas - Undang- Undang

" ““Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ~‘
Negara “Republik Indonesia’ Tahun 2008 - Nomor 59 Tambahan

: _‘ Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4844)

o 7.;,’Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbanganﬁ,‘D»
" Keuangan ‘antara Pemenntah ‘Pusat dan Pemerintahan Daerah- -
' i(Lembaran ‘Negara Republik * Indonesia Tahun - 2004 ‘Nomor 126*
o Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4438)

. .8, Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
R Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 e

" Nomor- 140)

9.'1’Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desar'f

,'(Lembaran Negara ‘Republik’ Indonesia Tahun 2005 -Nomor 158

“Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4587) 7 ‘
- 10. Peraturan’ Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman L

Pembinaan | ‘dan ' Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan]; ‘
~Daerah - (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2005_’ N
Nomor 165) £ .

- : 11 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan-:

Urusan Pemerlntahan ‘antara Pemerlntah Pemerintahan -Daerah

_Provinsi, dan’ Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - (Lembaran’g\":
Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun 2007 “Nomor .- 82 Tambahang—‘ e

Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4737)

s -'1’12 Peraturan Menteri Dalam’ Negeri” Nomor 37 Tahun ':'2007 tentang"Tf;jff‘"_f‘l’ fo3"

" Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13 Peraturan ‘Daerah - Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 20071' o
tentang Keuangan Desa“ (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs [

Tahun 2007 Nomor 13)

_" 14 Peraturan ‘Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 14" Tahun 2007 |

tentang Pedoman Pembentukan - ‘dan Mekanlsme Penyusunan>

‘Peraturan Desa . (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun s

2007 Nomor 14)

) 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 04 Tahun 2008 o

~tentang Pedoman Penyusunan ‘Organisasi ‘dan Tata Kerja -
Pemerlntahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun} '
2008 Nomor 04) i

= ‘16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

- -tentang_ Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Kabupatenr

Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008"1'_‘

Nomor 07)

"_‘17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 16 Tahun 2003,
tentang ‘Badan ° Permusyawaratan . Desa. (Lembaran Daerah;w. o

Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 06); -

i 18 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedomanf" L

‘Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)" dan ‘Anggaran Pendapatan:
dan Belanja Desa(APBDesa) Dalam Kabupaten Bengkahs _



o Menétapkan“ ,

MEMUTUSKAN

:»PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN«
. BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
- PELAKSANAAN ALOKASI ‘DANA DESA. (ADD): DAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM KABUPATEN_'

?TBENGKAUS

e Pasal I

. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatl Bengkalls Nomor 33 Tahun__
2011 tentang 'Pedoman Pelaksanaan “Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Kabupaten ue
- Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 33) S
dlubah sebagal benkut : ‘

v1 Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dlubah sehlngga Pasal 8 berbunyl' it

sebaga| benkut

(1) Pengelolaan AIokasn Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan e

! pengelolaan keuangan desa.” : .
(2 Rumus yang dlpergunakan dalam AIokasn Dana Desa adalah

‘a. 'Azas Merata ‘adalah besarnya baglan Alokasi Dana Desa yang

sama untuk setlap desa, yang selanjutnya dlsebut AlokaS| Dana_ |
‘Desa Mlnlmal (ADDM) SR . :

fji b;:Asas adil ‘adalah baglan ADD yang besarnya dibagi secara‘

""’-]proforsmnal untuk- setiap - desa berdasarkan nilai bobot Desa = .
- yang dlhltung -dengan rumus - ‘berdasarkan beberapa variabel . .
. yaitu - : Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dasar, - -
g Keterjangkauan Desa, Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan: .

| Potensi. Ekonomn/Reahsasn PBB yang: selanjutnya dlsebuti
AlokaS| Dana Desa Propor3|ona| (ADDP) S L

(3) Besarnya. prosentase perbandlngan antara azas merata dan adll‘A

sebagalmana dimaksud ‘pada ayat ‘(2), adalah besamya ADDM - 3
-.adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya

ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) darl jumlah ADD

2. Ketentuan Pasal 11 ayat ) hurdf g dan ayat (3) dlubah Sehlngga'f faget
Pasa| 11 berbunyl sebagal benkut SEo0 Ny - s L .

i

Pasal 1 1

(1) N|Ia| bobot Desa merupakan mlal Desa ‘yang dltentukan e

_,berdasarkan varlabel mdependen utama sebagal benkut
a.‘iKemIS|k|nan BT et Sy R -
.}Kesehatan

fPendldlkan Dasar

. Keterjangkauan desa

. Luas Wilayah;

Jumlah Penduduk S e

. PotenS| Ekonomaneahsasn PBB. S

@ ‘.-ﬁ'co,o. p o




(2) Setlap variabel sebagalmana tersebut pada ayat (1) mempunyalv‘? : S

- bobot tertentu sebagal benkut

a Varlabel dlanggap sangat pentlng dlberl bobot 4

b. Varlabel dlanggap pentlng dlberl bobot 3; e
C. Vanabel dianggap cukup pentlng dlben bobot 2; dan
d Varlabel dlanggap kurang pentlng dlben bobot 1

| . 5(3) Besaran n|Ia| bobot Desa dltetapkan dengan rumus

:,;fBDx =ail K\/1x + a2 KV2x +a3 KV3x + a4 KV4x +a5 KV5x :
' +a6 KV6x +.ar KV7x+a8 KV8x SN L

: :f »,:;1_ BDx = ffBobot Desa X : s -
- KV x = Koefisien Vanabel untuk desax B
: -KV1 o= L»Koef15|en varlabel Kemlsklnan

/2 = Koef|3|en vanabel Kesehatan g

', 3 = | ,_Koef" S|en vanabel Pendldlkan Dasar

\/ 4 = '};,Koef isien varlabel Keterjangkauan Desa
5 :-‘:‘_;‘KoeﬂSIen varlabel Luas Wllayah

=Koef" isien vanabel Jumlah Penduduk
/7 :J\;=, . fKoef|S|en varlabel Reahsa5| :

' f:‘(4) Koef|S|en vanabel desa merupakan perbandmgan antara angka‘-

vanabel setlap desa dengan jumlah total vanabel desa;

:‘(5) Ketentuan tentang penetapan besaran hasﬂ AIokasu dana Desav;‘ 1

untuk masmg-masmg desa dltetapkan oleh Bupatl

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (9) huruf a, ‘huruf b diubah dan huruf c
,:ff_dlhapuskan sehlngga Pasal 12 berbunyl sebagal berlkut ' R

Pasal 12

':fj('l) AIokasu Dana Desa dalam APBD dlanggarkan pada DPA PPKD. = - ‘
ek  (2) Pemerlntah Desa membuka rekenlng pada bank yang dltunjuk'

berdasarkan Keputusan Kepala Desa

’:’:"‘ti(3) Pencairan ‘dana’ pada. bank harus dltandatangam oleh Kepala“f‘f
» Desa dan Bendahara Desa e : b

(4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Aloka3| Dana
-~ “Desa - kepada Bupati melalui - Kepala Badan Pemberdayaan ptei
;Masyarakat dan Pemerlntahan Desa setelah dllakukan verifi ka3| S

" oleh Tim Kecamatan.

~{(5)‘;’Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan ISR
. Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat .. .
S(4) kepada Bupatl melalun Sekretans Daerah selaku Pengguna

~ Anggaran PPKD. - S , SR

“"f}A_(6): ?Mekanlsme pencalran AIokasu Dana Desa dalam APBDesa-?,;,j;fﬂ-it--’."""»v,,-
;;dllakukan secara bertahap dan dlsesualkan dengan kemampuan
. .dan kondisi’ Daerah. e T [

s (7)‘"’5Penyaluran Alokasi- Dana Desa dapat dlcalrkan setel_ah:‘f};y‘f:

;'rﬁ;zPemerlntah Desa memenuhl persyaratan sebagau berlkut L
b a. Dokumen APBDesa yang telah dlsetUJUI bersama—sama Kepala

dlverlflka3| oleh T|m Kecamatan

-Desa - dan ‘Badan Permusyawaratan ‘Desa . (BPD) Serta,-;




’ ”.iDokumen APBDesa yang telah d|v nﬂkasn oleh Tlm Kecamatan.
'dlsampalkan ke kabupaten untuk dlverlf kas: oleh ,Tlm,_-'«
‘Kabupaten | L . it

. fSurat Keputusan Kepala Désa. tentang Pengangkatanv R
¥ Bendahara Desa PPTK. dan Tim Pelaksana Keglatan FISIk dan :

. .f;fSPJ tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya

SPJ sebagalmana dlmaksud pada "-"hi‘Jruf ‘d’ diatas harus’:w
dllamplrkan bukti pendukung yang sah berupa kontrak faktur';;.;}“
bukti: setoran pajak tanda tenma dan berlta acara serah terima; .

“j‘i,AlokaS| Dana Desa dlsalurkan kepada Pemenntah Desa melalui‘*f .
‘ "f,'rekenmg Pemerlntah Desa | masmg masing ‘desa dan’ merupakan

bagian dari pendapatan desa yang :'n’aru's"dlmasukkan dalam;_

V,;’Penyaluran dana’ seb galmana dlmaksud pada ayat (6) dllakukan:
. ‘fsecara bertahap, sebagal benkut > g

Tahap 1 dlcalrkan sebesar 100% (seratus persen) dar| pagu
yang ada’ pada APBD Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan ~ *
p‘ersyaratan sebagalmana dlmaksud _pada’ -ayat (7) telah’,;il L
. terpenuh| ; : &

b';'jTahap I dlcalrkan dengan‘ketentuan ;SPJ Penggunaan Aloka3| ke
. Dana Desa Tahap 1 telah selesai 100%" (seratus persen) dan
_,;mendapat rekomenda3| ~dari Camat ‘yang pagu - dananya,
: dlanggarkan pada APBDPerubahan Tahun -Anggaran 2011'3'
sesualkan dengan kond|S| dan kemampuan keuangan Daerah :

' " (1 )‘ Pelaksanaan kegnatan‘ keglatan yang pemblayaannya bersumber darl  ".}°
e ADD dalam ‘APBDesa, sepenuhnya dllaksanakan oleh PPTK: dan
S ‘?;Pelaksana Keglatan Fisik dengan mengacu pada Peraturan Bupatl

L (2) j}Penggunaan Anggaran AlokaSI Dana Desa adalah sebesar 30%‘ ,
{';"(tlgapuluh persen) ‘untuk - belanja aparatur dan operasmnal
”f:-fpemerlntahan desa, dan sebesar 70% (tu;uhpuluh .persen) untuk

© - biaya pemberdayaan masyarakat S : -

":"}ﬁfi'j,:}?ﬁ'f(43)_‘f"Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagalmana}‘ dlmaksud pada]ff
o ayat- (2) dllaksanakan dengan sistim - Swakelola ‘yang dlgunakan,’;;

g untuk

: Penanggulangan kemlskman o

' ".',“Pemngkatan kualltas pelayanan publlk

i B|aya perbalk a

’f».

: sarana dan prasarana publlkidalam skala kecn'-
al’usaha masyarakat melaluu BUMDesa ; gff;_

._ﬁfBlaya untuk pengadaan ketahanan pangan
?-j;vPerbalkan Ilngkungan dan pemuklman" 5

< .j-;TeknoIogl Tepat Guna

a
b
4 Penyerann
f
g
h

‘.‘\?Pemberdayaan dan perbalkan kesehatan dan pendldlkan sepert"kft_.f’;v,
Posyandu, Polindes, ‘Poslansia, - Pendidikan ‘Anak - USIa Dini; - -+
~Pen‘d|d|kan Anak Yat|mr Pendldlkan Anak Terlantar dll L




i

o a) Lembaga Adat (LAMR) Desa

iﬂ,"“:]i.‘ ,Pengembangan s03|al budaya , . _ .
S j ‘Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sepertl

~RT/RW, LKMD/LPMD,: PKK, Karang Taruna FKPM Llnmas

- LPTQ, Lembaga Adat (LAMR) d;
7 ““‘;,‘ffkT;LPenyusunan data Pl'OfI| Desa ‘ :
| l -Bantuan pelaksanaan Pemlllhan Kepala Desa |
m fPemberdayaan kehldupan beragama social’ dan budaya sepertl‘ ‘

bantuan pelaksanaan MTQ di Desa, Pengiriman Kafilah MTQ ke’

S tingkat Kecamatan, Lembaga Adat (LAMR) dIi;.

Cono Penyegaran dan pembekalan RT dan RW;
: o'." ‘Bulan Bhaktl Gotong Royong Masyarakat

5 Ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3 angka 4
;angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 12, angka 14, dan angka

15 diubah, angka 11, angka 13, angka 16, -angka 17, dan angka 18
'i-d|hapus huruf b angka 1 dan angka 2 dlubah sehmgga Pasal 17
' i;v;berbunyl sebagan benkut R : S _ R

‘ Pasal 17

. »;.;‘45;‘-{-Penggunaan Anggaran AIokaS| Dana Desa sebagalmana dlmaksud
pada Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Desa untuk- keperluan

- a Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tu;uh puluh persen) dan .

AIokasn Dana Desa yang dlterlma dapat dlpergunakan untuk :

1. memblayal pemberdayaan masyarakat miskin’ di Desa sepertlj
- peningkatan - pendapatan, perbalkan perumahan bantuan,
- -pendidikan keluarga miskin dlI .: ,

a). RT dlsesualkan dengan jumlah warga yang dlayomlnya i
' .gb) RW dlsesualkan dengan luas dan’ banyaknya RT yang dlblna
o) LKMD/LPMD atau sebutan lain.
‘ d) PKK Desa e |
e) Karang Taruna W SR :
o f" 'f) Forum Kemltraan Pohsu dan Masyarakat (FKPM)

o h) PAUD dan/atau sejemsnya

- i) Perpustakaan Desa

T ) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
';‘7-Ak) Perllndungan Masyarakat (meas)

o ) P3N atau sebutan lain.

i 3. ,pemberdayaan dan pemngkatan kualltas pelayanan publlk yaltu» |

; . pembuatan - loket pelayanan kursi ruang tunggu sarana dan.

prasarana, brosur brosur, protap, dan lain-lain. - SR

. ‘4. membiayai sarana dan. prasarana fasmtas umum dalam skala*

o kel dibidang - kesehatan ‘pendidikan, perekonomlan ‘dan
.- pemberdayaan sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya o
* biaya ATK, Honoranum Pelaksana Kegiatan serta upah tenaga

kerja' dalam kegiatan fisik, “belanja barang dan jasa untuk
: 'f'.keglatan fisik, dan belanja pemellharaan fasnlltas umum; *

i"ffpemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaltu berupa
Rt ‘operasmnal dan bantuan kepada ‘ e



10
1
12
o berdasarkanjumlah pem|I|h yaitu :: L
; : N ~Pemilih . ~'s/d 1000 orang maksnma|»}';f7‘ Rp.17. 500 000 _; ,‘ .1;;;
- Pemilih 1001 s/d 2000 orang maksimal - Rp.20.000. 000 .
- - Pemilih 2001 s/d 3000 orang mak8|ma|__ Rp 25 000. 000 _ ',
= '-“'Pemlllh 3001 s/d 4000 orang. maksmal RP.-30-000.000,-§ o Ce
SR = Pemlllh Ieblh dan 4001 orang maksnmal : Rp40000000_ e
e : . S 0002 -
- "71,4‘."

.';memblayal sarana dan prasarana fasmtas umum, harus"
dilengkapi dengan dokumen- gambar dan Rencana Anggaran -

Belanja (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan atau -

Pendamping Desa Bidang Pembangunan, dan atau Asisten
Kecamatan yang dlsyahkan oleh Koordinator Kecamatan, PPTK-_
dan Kepala Desa, dokumen - tersebut diserahkan kepada -

Pelaksana Keglatan FISIk sebagal sarana perencanaan dan‘

*pengendallan : : ‘ _ o |
.penlngkatan derajat kesehatan dengan sasaran penlngkatan'if”"’

aktivitas - Posyandu, Polindes, Poslansia dan lain-lain.

‘Bantuan pemberdayaan tersebut. berupa dana operasnonal dan;;”’y
g pengadaan peralatan seperti tlmbangan untuk bayi dan balita,

tempat tidur dan kasur . periksa, meja_ dan kursi pendaftaran ’

[{pengadaan permalnan anak-anak dan bantuan kepada Kader.

; .'penlngkatan kualltas pendldlkan luar sekolah yang bertuluan S RN
0 untuk’ menlngkatkan keterampilan angkatan kerja dan Bantuan . -
~ Sosial kepada - Pendidikan Anak Usia Dini -(PAUD) dan/atau’
”sejemsnya Alokasi dana PAUD dan/atau sejenlsnya dlperoleh ST

-dari Belanja: Bantuan Sosnal ' . o

. pembinaan’ terhadap anak terlantar dan anak yatim dllakukan AT
terhadap - mereka yang masih berstatus - pelajar mulai - dari -
STK/PAUD ' hingga ‘SLTA/sederajat - melalw bantuan kegiatan

pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan = -

“sekolah lainnya. ‘Alokasi dana dlperoleh daru Belanja Bantuan e

- Sosial dlsesualkan dengan kebutuhannya | ‘ o

. penlngkatan pengamalan kehldupan keagamaan SOSIal budayaif

“ " -dan adat. istiadat seperti kegiatan Pemuda dan olah raga,
 Pembinaan LPTQ, Kegiatan PHBI dan Hari Besar Nasional serta - .
»Bantuan Keglatan MTQ Desa dlsesualkan dengan keglatannya S R

. Dlhapus

Dlhapus - T ‘ o :
Bantuan pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa dengan ketentuan R

Dlhapus

Keadaan darurat adalah suatu kond|3| tertentu yang’
, _”*,mengaklbatkan tldak berfungsinya - ‘pelayanan umum- seperti
... jembatan” roboh sarana pend|d|kan roboh ‘kebakaran rumah B

~ penduduk dIl.

- 15.

Bencana alam adalah suatu kond|S| tertentu yang menyebabkan o

- tidak berfungsmya pelayanan umum akibat bencana alam sepertl

18
M7,
_*,_18

" banijir, angln rlbut Iongsor dll. -
Dlhapus
Dlhapus
Dlhapus




b Blaya‘ penyelenggaraan "'Pemerintah - Desa " dan - Badan

- Permusyawaratan Desa - sebesar 30% (tlga puluh persen) dan. S

| ff -Alokasi Dana Desa yang dltenma dnpergunakan untuk :.

. 1 Penggunaan Anggaran Operas1onal Pemenntahan Desa sebesar R

- 70% (tu1uh puluh persen) sampal dengan 80% (delapan puluh ‘
... persen).’ '
; 2 Operasmnal Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa
. sebesar 20% (dua puluh. persen) sampai dengan 30% (tiga puluh
o ,persen) dari- belanja“ aparatur dan operasmnal pemenntahan- '

- untuk keglatan sebagan berikut : =

S a) Insentif “Ketua/Wakil- Ketua/Sekretans dan Anggota setlap»

bulan dlsesualkan dengan anggaran BPD

: b) Tunjangan rapat KetuaNVakll KetualSekretans dan Anggota g B

- disesuai dengan anggaran BPD

'»;,‘f*'c) Alat Tulis Kantor, makan mlnum rapat perjalanan dlnas danf_v.‘
blaya operaSIonal Ialnnya = S ‘

6 Ketentuan Pasal 25 ayat (12) huruf d dan ayat (13) huruf i dlubah _ e

{;sehlngga Pasal 25 berbunyl sebagan benkut
S Pasal 25

AT »,:77;’;(1) Penggunaan dana APBDesa dllaksanakan }oleh T|m Pelaksanar

Desa yang dltetapkan oleh Kepala Desa

: ‘;,ﬂf‘(2) T|m PeEaksana Desa terdln dari;

a Kepala:- Desa sebag‘al penanggung jawab'; dan ‘:'s_ébag?ai

l:’engguna Anggaran

e ,Keuangan Desa yang selanjutnya dlsebut PTPK ;-

{‘_"Teknls Keglatan(PPTK) ROt
. P|mp|nan Lembaga Kemasyarakatan OrganlsaSI Kepemudaan L
Ketua - Pengurus Rumah “lbadah dan = Lembaga Non -
S }Pemenntahan Desa Ialnnya sebagai’ Pelaksana Kegiatan Fisik. |
"7--_,:Penetapan Pelaksana Keglatan FISIk berdasarkan ‘hasil rapat :
: ;,'f'lDesa yang dlhadln oleh berbagan unsur masyarakat Desa‘
s ftermasuk BPD;. 5 o : :

(3) Pemegang Kekuasaan TﬁPengeIolaan Keuangan Desa adalahs"gt}:
e Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyan kewenangan

- ~1f~‘~menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa

T (4) 'Pelaksana Teknls Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya i

fdlsebut PTPKD adalah perangkat desa yang dltunjuk oleh Kepalaf;

‘ —""fj} fDesa “untuk melaksanakan pengelolaan keuangan.desa. PTPKD

: terdiri dari Sekretans Desa, dan atau- Kepala Urusan bagl desa :
“jyang belum mempunyal Sekretans Desa ' c :

o ":‘,'(5)’{Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) bertlndak’ -

‘ ;f‘-.'selaku koordlnator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan '
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.. . :

| f"fjf(G) Kepala Urusan atau Staf Desa sebaga| PPTK SERE
"'2;!’;(7) Pelaksana Keg|atan , FISIk yaltu | leplnan Lémbaga,,

Kemasyarakatan Ketua OrganlsaSI Kepemudaan Ketua Pengurus
Rumah Ibadah dan Lembaga Non Pemenntahan Desa lamnya L

' ;Z'Sekretarls Desa ”'sebagal Pelaksana Teknls ‘Pengelolaan ;.:;1’

. Kepala Urusan atau staf Desa sebagal Pejabat Pelaksana'rl SR



@

. (1 1)

(8)

Bendahara D‘esa” sebagai penanggungjawab admlnlstrasnfi',;;':f;
keuangan dlangkat dengan Keputusan Kepala Desa. Bendahara‘f'{@ff,
-““‘_Desa dllarang rangkap jabatan sebagal ‘fKepaIa Urusan Kepala"'f;f:’

- Dusun, PPTK dan PTPKD. & e T R
]‘Kepala Desa selaku penanggung Jawab keglatan mempunyal

- tugas:. N e _
a. mengadakan musyawarah rencana: pembangunan Desa'f g

".~b..menyusun Rancangan APBDesa bersama Perangkat Desaff;fﬂ-"
-+ yang didampingi oleh Peridamping Desa; : st
i o c.‘,'imengajukan Rancangan APBDesa kepada BPD , b
' d. mengajukan APBDesa yang telah dlsetu1u1 ‘oleh BPD kepada S
-~ Tim Kecamatan dan T|m Kabupaten untuk dlevaluaSI dan -

(Musrenbangdes) dengan menglkutsertakan seluruh komponen* o

" _masyarakat yang dldamplngl oleh Pendamplng Desa;

d lvenflkaSI

g.fe. mengumumkan secara luas d| papan pengumuman desa'f

‘tentang APBDesa yang telah dlsyahkan oleh BPD dan. telah'ff

E '":‘dlvenf" kasi oleh T|m Kecamatan dan Tim Kabupaten

: :"7 Q@ ;":

: = i'f_- i.::’membuat Jadwal pelaksanaan keglatan mula| darl awal sampal&fff: "
L berakhlrnya keglatan dan serah terlma hasﬂ keglatan dengan S
e;memperhatlkan batas tahun akhlr anggaran yang dldampmgl&Ev}-};,;.:,\.’:;;, “

B X mengumumkan rencana pelaksanaan keglatan APBDesa balkf‘;;fl“;: (

‘fISIk maupun non fisik di papan Pengumuman Desa R
. "mengangkat Bendaharawan Desa dan PPTK '
mengangkat Pelaksana Keglatan FISIk/Non FlSIk

L ~ oleh Pendamping Desa; -

BER mempersuapkan Rencana Anggaran Blaya (RAB) dan gambarf:‘i‘_ :
'~ untuk kegiatan fisik melalui Pendamping Desa; - Lot
ék_;menetapkan kebuakan tentang pelaksanaan APBDesa b

nE fil_. menetapkan kebuakan tentang pengelolaan barang desa danfff},.}“ S

m. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penenmaan_: o

- tugas: b ST -
A menyusun‘i’*'-"déh ! é.melaksanakan; 4 Kebijakan - Pengelolaan‘ R

CAPBDesa; S T
b. ,menyusun dan melaksanaan Kebuakan Pengelolaan Barangf"-’;\_ii,{.:_;:“

’mengangkat pengelolaan barang mlllk desa; dan

desa

ASekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) mempunyalfg His

- Desa;

fc..menyusun Raperdes APBDesa perubahan APBDesa dan.-;iA‘,)'~'r":A

e 1;pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

- d,' menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang"iﬂi";
EE 'Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan] e
- “APBDesa SR ‘ LA : - , T

Bendaharawan' Desa sebagalmana ntersebut pada ayat (8) :f' f‘;’.:_"" e
s mempunyal tugas PR R e ]
a. menenma semua pendapatan desa termasuk dana ADD dan;.:

menylmpannya pada bank yang telah dltunjuk




L (12).

c.

g "‘"(13)

.?membayar semua taglhan keglatan yang telah memenuhl syara’t'T L, i ‘,_'
“melalui bank yang telah dltunjuk ' o e

Vmembukukan semua penenmaan dan pengeluaran APBDesa

. membuat surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) APBDesa ‘
- setiap awal bulan kepada ‘Camat dan Bupati melalui Kepala
: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa.

PPTK sebagalmana tersebut pada ayat (6) bertanggung jawab

»»kepada Kepala Desa dan mempunyal tugas

mengendallkan pelaksanaan keglatan

melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

menylapkan dokumen anggaran atas beban - pengeluaran

o fpelaksanaan keglatan yang mencakup dokumen admnmstrasn e
’Q,j:keglatan maupun dokumen administrasi yang terkalt dengan
-ft,"persyaratan pembayaran yang dltetapkan sesuai dengan-,

_ketentuan perundang undangan . SRR i

.fmemperoleh honorarlum yang bersumber dan APBDes selama

berlangsungnya keglatan tersebut

Pelaksana Keglatan FISIk sebagalmana tersebut pada ayat (7)

- dan khusus keglatan fisik agar menggunakan potenS| gotong

*mempunyal tugas

merencanakan melaksanakan dan mengendallkan keglatan“

‘royong masyarakat dan mempergunakan tenaga kerja yang ada o

di desa kecuali tenaga tekmk yang belum ada di desa;

.‘menylapkan dokumen admlnlstraS| keglatan dan keuangan

(14)

. pada ayat (9) mempunyan tugas

‘dengan persyaratan pembayaran sesuai - dengan ketentuan}
- yang dldamplngl oleh Pendamplng Desa S
g .'membuat nomor rekenlng ‘atas nama’ kelembagaan yang.‘*'

dltandatanganl oleh Ketua dan Bendahara pada bank yang
dltunjuk S e _ e

.5menandatangan| dokumen admlnlstraSI keuangan bersama e
“Kepala Desa, PPTK Bendaharawan Desa dan Pendamplng R
‘Desa; T ~ “ .
.mempertanggungjawabkan keglatan serta keuangan kepada -
“PPTK dan Kepala Desa;: e e
;_melaporkan reallsaS| keglatan dan keuangan setlap awal bulan S G
yang dldamplngl oleh Pendamplng Desa kepada PPTK dan_;*f’ o
Kepala Desa; Cnete . o
.'melaksanakan serah terlma keglatan kepada PPTK dan Kepala ‘
Desa,- untuk dlmasukkan dalam buku lnventarlsaS| kekayaan o

Desa

~ h. menyimpan dan menjaga ke"utUha'n Seluruh dokumén o
“pelaksanaan keglatan o S T

. Pelaksana Kegiatan - FlSlk terdln darl Ketua dan dldamplngl -
2 (dua) orang staf yang membantu kelancaran pelaksanaan :
’keglatan : RR « : : LT

Pendamplng Desa Bldang Pembangunan sebagalmana dlmaksud



‘ dl Kabupaten Gl R . ; i
‘mengkajl mengevaluasr dan memberlkan masukan mengena|"~ o
S ‘upaya upaya yang periu dllakukan agar program dan keglatan e

e tetap berfun93| secara berkelanjutan '

o

a. mendamprngl Kepala Desa Perangkat Desa BPD dan lembaga{'f;‘ EE
kemasyarakatan dalam pelaksanaan semua tahapan APBDesa; -
‘b. melakukan sosrallsasr terhadap APBDesa dan semua programf-
fyang masuk ke desa; . - o S S
. memberikan - bantuan tehknls dan penjelasan tekms yang e
~ dibutuhkan dalam pelaksanaan APBDesa ' ' S
. memeriksa dan memberikan masukan terhadap kuahtas tehnls
- kegiatan pembangunan i : .
. memfasilitasi pembuatan: . S : B
:'-_ ’Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desak
: "-;'(RPJMDES) S RN R
A-»‘-.,‘Rencana Pembangunan Tahunan
f,.}(RPTDes/KeI) RIS e :
- Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

f. - Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

f. memfasrlrtasr penyelesalan masalah masalah yang terjadl d|"5 s

" ‘desa dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa e

- kepada koordlnator Kecamatan - [

g melakukan pemberdayan secara khusus terhadap PTPKD N
[PPTK Bendahara Desa, dan Pelaksana Kegratan Fisik; - - .

, sebelum pencalran Dana (termln) terlebrh dahulu mendamplnglf?; . |
" tata cara menghltung reahsasr fISIk keglatan yang dltuangkan' -
" dalam berita acara; = ~ s oy

melakukan Pemblnaan Monrtorlng dan Evaluasi ,padai

Pemanfaat keglatan pembangunan

: ‘_'.,melakukan pengawasan Iangsung terhadap semua keglatan""'n
pembangunan di desa  baik fisik ‘maupun non fisik dan
~ melakukan pemblnaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan:,‘"y

| ‘”f“f_selaku Pelaksana Keglatan Fisik; i S

. membantu’ mengembangkan potensr desa melalur kerjasama
o dengan dmas dan instansi terkalt serta dunla usaha yang ada; | -
membantu menyukseskan semua program yang masuk kejf'
£ .desa sesuai- petunjuk Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten;, 7
n. membuat Laporan Keglatan Harlan (absenS| realisasi dain L
. rencana . kerja yang dlsampalkan kepada Koordinatb'r gy
e Tf}Kecamatan S SRUEEIE et Sl
e ‘.j_membuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan danj!f" S
v‘dlsampalkan kepada koordlnator Kecamatan dengan tembusan—fﬂg""
" ‘kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat iy
. ‘membuat. Iaporan tahunan dan dlsampalkan kepada koordlnator:’ o
- kecamatan; ‘ ~ ,

bekerja sama dengan Pendamplng Desa Bldang Ekonomi;

;‘bertanggungjawab kepada Koordlnator Kecamatan dalam f'
’ ,mensukseskan keglatan pendamplngan : Lo

menglkutlg Rapat Kerja/Koordlnasr

f;i.Desa”/ Kesevlu'ruhan’is S

r-Keca'matan, ;da"n e



(1 5) Pendampmg Desa Bldang Ekonom| sebagalmana dlmaksud pada'
o _jayat (9), mempunyan tugas ‘ : : P
A melakukan sosnahsasn Program Pemberdayaan Desa (PPD)i

i  UED- SP kepada aparat Desa/KeIurahan tokoh masyarakat dan : B

" masyarakat;

rkelembagaan dan ekonoml) desa;

'l.fmelakukan |dent|f|ka31 karaktenstlk (sumberdaya manu5|a

‘c._mendamplngl Tim Pendataan Penduduk MISkIn Desa dalam o

_mengumpulkan memvenflkaSI memvahdaSI seluruh - data -
-penduduk- mlskln dari berbagal sumber yang ada kemudlan )

e 'dlkoordlnaS|kan dengan Aparat Desa/KeIurahan ; selanjutnya
o g,j‘dllaporkan kepada Kepala Desa dan Koordmator Kecamatan -

‘d_-"melakukan kajlan terhadap potenSI Desa/KeIurahan

b f‘;;-fe.:memberlkan bantuan  teknis - yang dlbutuhkan dalafr‘n |
e pelaksanaan Dana Usaha Desa/KeIurahan : |

e = . | j}dan kelayakan ekonoml usulan keglatan serta proses venf kasu
: R ) membantu menylapkan ‘dan’ menyempurnakan dokumen
“kegiatan Dana Usaha Desa/KeIurahan . ‘ o

~'h. memfasilitasi pembuatan

- Dokumen - Rencana Pembangunan Jangka Menengah'
‘ ‘;Desa/KeIurahan (RPJMDES/KeI) |

o ,F"Rencana Pembangunan Tahunan v‘ Desa l Keseluruhan , |
{&y(RPTDes/Kel)“ : L SURTIRa.

. f‘-‘";Profll Desa/KeIurahan .
- Profil UEDIK-SP oleh Pengelola | |
e Mj;-memfaSIlltaS| penyelesalan masalah masalah yang terjad| d|

‘ "jjdesa/Kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang
~terjadl di desa/kelurahan kepada koordinator Kecamatan; I

Ij“« 2 L k._melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat o
s o o miskin’ sehlngga layak untuk dlbenkan plnjaman ‘ e

e ,f.fmemenksa dan membenkan masukan terhadap kualltas tehnls_ o

. 'melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/KeIurahan dengan_ L

,,;balkdanbenar T SO S

‘m. melakukan Ver|f|kaS| terhadap plnjaman dan pemlnjam bahwa" o
- yang bersangkutan benar memlnjam dan memanfaatkan dana_ '

Sy ".UED/K—SP R ,‘ = : =
o - n. sebelum. pencalran Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUDIK)
- - terlebih dahulu" ‘menyusun skala pnorltas pencarlan dana dan
T koordinasikan dengan Koordinator Kecamatan;
S ’o..fmelakukan - Pembinaan Momtonng dan - EvaluaS| ‘pa'da \
 Pemanfaat dana UEDIK—SP o

+ p.'membuat penllalan kebutuhan pelatlhan pengembangan paket- ‘
ey {‘paket pelatuhan yang tepat bag| pengelola UED/K—SP kelompok‘

s ,:masyarakatumumnya R o
.. q. memfasilitasi dengan |nstanS| terkalt (hntas sektor) untuk
. ‘bimbingan tekhnis terhadap -penerapan teknologi usaha
S }jmasyarakat yang beronenta3| pasar dan bermlal ekonom| tmggl -

masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat/KeIurahan dan-f .



. membantu mengembangkan potensn desa melalur kerjasama s

dengan dinas dan instansi terkart serta dunia usaha yang ada

's. membantu menyukseskan semua program yang “masuk: ke L

desa, sesuai petunjuk Koordlnator Kecamatan dan Koordlnator' s

Kabupaten

. membuat- Laporan Keglatan Harlan (absensi, rea|isasi dan_f e
‘rencana kerja) yang drsamparkan kepada Koordinator e
*}Kecamatan L o SR
. membuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan danv o

drsamparkan kepada Koordinator Kecamatan dengan tembusan
kepada Kepala DesalLurah dan Camat ' :

.-membuat Iaporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat/ 7

miskin setiap bulan;

. membuat Iaporan tahunan dan drsampalkan kepada Koordlnator ';‘

Kecamatan

. bekerja sama dengan Pendamprng Desa Bldang Pembangunan

.bertanggungjawab kepada Koordrnator Kecamatan dalam
- mensukseskan kegiatan PPD; : : :

.f:mengrkutl Rapat Kerja dan Rapat Koordrnasr d| Kecamatan dan e

o Sodi Kabupaten UL e T {

. aa.

mengkaji dan membenkan masukan -mengenai upaya upaya -
yang perlu drlakukan agar program tetap berfungsi secara

e berkelanjutan o

“Peraturan Bupatl ini mular berlaku pada tanggal dlundangkan | ‘

e Pasal ‘II‘ '

i

- .Agar - setiap orang’ mengetahurnya _memerintahkan pengundangan :
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah’ o

"Kabupaten Bengkahs

 Diundangkan di Bengkalis
- padatanggal t Asustvs 20l : ‘ -
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS‘ R SER "

Drtetapka’n di Bengkaiis "
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